
 

69 
  

BAB V PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sengketa tanah di Sarojo, Kota 

Bukittinggi, dapat disimpulkan bahwa  

5.1.1. Kronologi sengketa tanah ini berawal dari penggunaan sebagian lahan 

milik pemilik tanah sebagai akses jalan menuju rumah warga tanpa 

izin formal. Kebiasaan penggunaan tanah tersebut, yang telah 

berlangsung lama, menimbulkan benturan ketika pemilik mulai 

melakukan pembangunan. Konflik semakin memanas karena 

kurangnya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, hingga 

memicu tindakan emosional seperti pemblokiran akses dengan 

membangun tembok, disertai tuntutan kompensasi. 

5.1.2. Faktor penyebab terjadinya sengketa tanah di Sarojo ini diawali 

karena warga memakai sedikit tanah untuk jalan menuju ke 

rumahnya tanpa di ketahui pihak pemilik tanah, saat pemilik tanah 

membangun terjadilah kesalahpahaman yang membuat terhentinya 

pembangunan, dimana warga tersebut  membangun tembok setinggi 2 

meter untuk memblokir akses tanah sehingga tidak dapat di 

operasikan.  

5.1.3. Penyelesaian sengketa tanah menurut Teori Kepemilikan ditinjau Dari 

Fiqih Muamalah melalui proses Negosiasi, tercapai kesepakatan 

damai: pemilik tanah bersedia memberikan sebagian lahannya 

sebagai akses jalan bagi warga, dengan syarat tembok yang 

menghalangi pembangunan dibongkar. Kasus ini menegaskan 

pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum formal dan 

pemeliharaan hubungan baik di lingkungan masyarakat. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai sengketa tanah di Sarojo, 

Kota Bukittinggi, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

5.2.1. Peningkatan komunikasi dan transparansi 

Pihak yang memiliki tanah maupun masyarakat sekitar perlu 

membangun komunikasi yang terbuka sejak awal, khususnya terkait 

penggunaan atau pemanfaatan lahan. Hal ini dapat mencegah 

terjadinya kesalahpahaman yang berpotensi memicu konflik. 

5.2.2. Optimalisasi peran mediasi dan penyelesaian non-litigasi 

Mengutamakan penyelesaian sengketa melalui mediasi atau negosiasi 

dengan melibatkan pihak ketiga yang netral akan lebih efektif dalam 

menjaga hubungan sosial. Mekanisme ini sebaiknya diprioritaskan 

sebelum membawa kasus ke jalur litigasi. 

5.2.3. Peningkatan peran pemerintah dan lembaga terkait 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah daerah perlu lebih 

responsif dalam menangani sengketa tanah, termasuk mempercepat 

proses mediasi resmi dan memberikan kejelasan hukum yang tegas, 

sehingga kasus serupa tidak berlarut-larut. 
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